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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dikaitkan dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan pokok 

sebagai berikut: 

5.1.1. Peran lembaga Badan Narkotika Nasional dalam proses penyelidikan dan 

penanganan tindak pidana narkotika terhadap mahasiswa dalam rangka 

pencegahan dan pemberantasan adalah sebagai berikut: 

1) Mengurangi tingkat prevelansi pengguna dan pemakai/coba 

pakainarkotika di lingkungan kerja, sekolah, universitas dan umum. 

2) BNN berwewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan 

penyalahguna dan peredaran gelap narkotika. Menurut Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam hal ini melakukan pemberantasan 

narkotika. 

3) Kewenangan yang diberikan kepada penyidik BNN seperti 

penangkapan selama 3x24 jam dan dapat diperpajang 3x24 jam di 

tambah penyadapan. Selain itu BNN memiliki kewenangan khusus 

yaitu mampu melakukan penyadapan 3x24 jam dengan berkoordinasi 

dengan pihak penyedia jaringan seluler. 

5.1.2. Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam proses 

penyelidikan dan penangana tindak pidana narkotika terhadap mahasiswa 

adalah dalam penyelidikan dan penanganan tindak pidana narkotika 

kurang optimalnya capaian kinerja terkadang susah mendapatkan 
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informasi keberadaan pelaku masyarakat yang tidak berani jadi saksi untuk 

diminta keterangan penyalahguna dan pengedar. 

5.2 Saran 

Untuk lebih meningkatkan peran lembaga BNN dalam meminimalisir 

tindak pidana narkotika, ada beberapa saran pokok yang dapat dijadikan 

pertimbangan adalah sebagai berikut: 

5.2.1. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas 

dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah ditingkat pusat terutama 

di daerah yang rentang penyalahguna dan pengedaran gelap narkotika, 

tentu hal tersebut dapat terwujud apa bila dilembaga BNN didukung oleh 

sarana fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam 

proses penyelidikan dan penangan tindak pidana narkotika terhadap 

penyelenggara Negara. 

5.2.2 Hendaknya di antara para aparat dilembaga BNN dapat menciptakan 

suasana kerja serta memperbaki kondisi kerja yang dapat mendukung 

pelaksanaan tugas.Hendaknya lembaga BNN terus melakukan sosialisasi 

pada masyarakat, oleh karena itu diharapkan setiap aparat perlu 

meningkatkan komitmennya sebagai abdi masyarakat, Negara dan 

bangsa.Perlu adanya partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi 

terhadap dugaan kasus narkotika yang terjadi diinstansi pemerintah 

maupun lingkungan umum. 
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